
 
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  

KOTA PADANG 

NOMOR 09 TAHUN 2025 

 

TENTANG 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG TAHUN 2025-2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA PADANG, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri 

Negera Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan 

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, instansi 

pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama; 

b. bahwa dengan telah dilakukannya revisi Indikator Kinerja Utama 

Pemerintah Kota Padang yang telah ditetapkan dengan Perwako Nomor 

54 Tahun 2014, maka Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Padang juga perlu diubah dan disempurnakan. 

c. bahwa demi terarahnya program perencanaan kegiatan Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Padang Tahun 2025-2026 

pengaturan tentang indikator kinerja utama di lingkungan Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Padang diharapkan dapat menjadi 

tolak ukur dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD dan unit 

kerja; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 

a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan 

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Padang Tahun 2025-2026. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 201); 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4846); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara 

Nomor 5494); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5589); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5601); 

11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah; 

 



 

 

 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 

21 Tahun 2011; 

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator 

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata 

Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 

2010 Nomor 517); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 

32); 

20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 

(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 18); 

21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09); 

22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pemebentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Tahun 2016 Nomor 6); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

TENTANG REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2025-2026. 

KESATU : Indikator kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Padang, dengan rincian sebagaimana   tercantum   dalam   Lampiran   

yang   merupakan   satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari 

keputusan ini; 



 

KEDUA : lndikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan 

ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Lingkungan Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Padang untuk menetapkan rencana kinerja 

tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen 

penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan 

evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Padang Tahun 2025-2026; 

KETIGA : Indikator   Kinerja   Utama   sebagaimana   dimaksud   pada   diktum 

KESATU, disusun dengan  mengacu kepada Indikator Kinerja Utama 

Pemerintah Kota Padang dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang; 

KEEMPAT : Keputusan ini  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan,  dengan  ketentuan apabila 

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan 

perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. 

 

 

Ditetapkan di      : Padang 

Pada tanggal       :15 Januari 2025 

 

KEPALA 

 

 

 

BOBY FIRMAN 

 

 



LAMPIRAN II 

KEPUTUSAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA 

PADANG 

NOMOR 09 TAHUN 2025 TENTANG INDIKATOR KINERJA 

UTAMA TAHUN 2025 - 2026 

 

 INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  

DILINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG 

 

No. Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan 

1 Meningkatnya sistem pemerintahan berbasis 

elektronik yang berkualitas 

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik 

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik 

2. Meningkatnya pengelolaan fungsi informasi 

dan komunikasi publik yang efisien dan 

efektif 

Indeks Keterbukaan Informasi Publik 

 

Indeks Keterbukaan Informasi Publik 

 

3. Meningkatnya keamanan informasi yang 

handal  

Skor Kematangan Indeks KAMI Skor Kematangan Indeks KAMI 

4. Meningkatnya kualitas pelayanan data 

statistik sektoral 

Indeks Pembangunan Statistik Indeks Pembangunan Statistik 

5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 

Perangkat Daerah 

Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 

 

KEPALA 

 

 

 

BOBY FIRMAN 


